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ABSTRACT  

Religious Courts designation gift from Dutch colonial rule on August 1, 

1882 with the 1882 Statute Number 152 published previously named general of 

Islamic Courts. Position and authority of the Religious Courts at that time based on 

the fact receptio theory in complixu Van den Berg Dutch legal expert is Islamic law 

(sharia) continues to be applied to the Islamic community, having previously been 

applied in everyday life. 

Position and authority of the Religious Courts began reduced in the presence 

of the General Court (landraats) in terms of the criminal case and on the laws of 

inheritance are missing from the authority of the Religious Courts on the date of the 

1937 Statute No. which states: "The law of inheritance may be applied to the 

Religious Court if it has been recognized as customary law" are also in the fact 

Snough Her Gronje receptie theory forwarded by his students named Van Volen 

Hoven and Har Terr. Receptie theory continues to be pursued by the Japanese 

colonial government. 

Position and authority of the Religious Courts in the era of independence 

increasingly will be removed from the constitution by referring to Article II of the 

Transitional Provisions of the 1945 Constitution Emerging Religious Court as an 

institution recognized by the state with the issuance of Law No. 14 Year 1970 on 

Basic Provisions on Judicial Power Article 10 (General Courts, Religious Courts, 

Administrative Courts and Military Justice), amended by Act No. 30 of 1999 on 

Basic Provisions on Judicial Power, repealed and replaced by Act No. 4 of 2004 

regarding Judicial subsequently amended by Act No. 48 of 2009 on Judicial Power. 

Judicial Authority issued new religion seem to Act No. 1 of 1974 on Marriage. 

Institutional Religious Court judges putusn unclear and not worth eksekutorial 

before getting confirmation from the Chairman of the General Court. Religious 

Courts can be said newborn with published Law No. 7 of 1989 on the Religious 

Courts. Recognition of Religious Courts under the judicial power can be seen in 

Article 2 of Law No. 7 of 1989 on the Religious and kewenangannnya contained in 

Article 49 as well as the inauguration of the General Court of the decision have been 

abolished. 

Position and authority to the Religious Court issued Law No. 3 of 2006 on 

the amendment of Law No. 7 Year 1989 regarding Religion Court on Article 49 

letter (i) the additional authority on Islamic economic jurisprudence debated by 

experts. Two years later passed Law No. 21 of 200i8 on Islamic Banking. Whether 

or not the level of the legislation under which the judicial authorities and under 

banking legislation, but the involvement of the General Court has jurisdiction over 
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Islamic banking is based on Article 55 of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic 

Banking solve the absoluteness of justice prescribed by Article 10 of Law No. 14 of 

1970 and created legal uncertainty.The issue of the status and authorities Religious 

Courts on Islamic banking authority has not been completed, appears in the body of 

the Supreme Court itself with published SEMA No. 10 of 2008 which states that the 

Religious Court has the authority over the disputed case of Islamic banking and two 

years later published again with SEMA No. 10 of 2010 which states that the 

authority to revoke the Religious and General Courts authority over matters of 

Islamic banking disputes. And ultimately the Constitutional Court (MK) with 93 

/...../ Decision No. 2012 dated August 29, 2013 that the disputed case of Islamic 

banking authority of the Religious Courts. 

Position and authority of the Religious Courts in the state system was clear 

recognition, first, the legal source of all sources refer to Pancasila, second, by 

paragraph four 1945 opening "state based on God", Third, Amendment 1945 Article 

24, paragraph (2), Article 28D, Article 29, and Article II of the Transitional 

Provisions. And the position and authority of the Religious Courts when seen from 

The constitutional system approach to social history, his position there and authority 

includes civil and criminal cases. 
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ABSTRAK  

Sebutan Peradilan Agama hadiah dari pemerintahan kolonial Belanda pada 

tanggal 1 Agustus  1882 dengan diterbitkan staatsblad 1882 Nomor 152 yang 

sebelumnya bernama pada umumnya Peradilan Islam. Kedudukan dan kewenangan 

Peradilan Agama pada saat itu berdasarkan fakta teori receptio in complixu Van den 

Berg ahli hukum Belanda adalah hukum-hukum Islam (syariah) tetap diberlakukan 

kepada masyarakat Islam, karena sebelumnya telah diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama mulai tereduksi dengan 

adanya Peradilan Umum (landraats) dari segi perkara pidana dan pada hukum waris 

hilang dari kewenangan Peradilan Agama pada tanggal     dengan staatsblad 1937 

No.  yang menyatakan: “ Hukum waris dapat diberlakukan untuk Peradilan Agama 

apabila telah diakui sebagai hukum Adat” yang juga dalam fakta teori receptie 

Snough Her Gronje yang diteruskan oleh murid-muridnya bernama Van Volen 

Hoven dan Terr Har. Teori receptie tetap diteruskan oleh pemerintahan kolonial 

Jepang. 

Kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di era kemerdekaan semakin 

akan dihilangkan dari ketatanegaraan dengan berpedoman pada Pasal II Aturan 

Peralihan UUD 1945. Kemunculan Peradilan Agama diakui oleh negara secara 

kelembagaan dengan diterbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 (Peradilan 

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer), 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dicabut dan diganti dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Kewenangan Peradilan Agama baru kelihatan dengan diterbitkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara kelembagaan Peradilan 

Agama belum jelas dan putusn hakimnya belum bernilai eksekutorial sebelum 

mendapatkan pengukuhan dari Ketua Peradilan Umum. Dapat dikatakan Peradilan 

Agama baru lahir dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Pengakuan Peradilan Agama di bawah kekuasaan kehakiman 

dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan 

kewenangannnya terdapat pada Pasal 49 serta pengukuhan dari Peradilan Umum 

mengenai putusan sudah dihapuskan. 

Kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama dengan diterbitkan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang 
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Peradilan Agama pada Pasal 49 huruf (i) adanya tambahan kewenangan tentang 

ekonomi syariah diperdebatkan oleh pakar ilmu hukum. Dua tahun kemudian 

diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200i8 tentang Perbankan Syariah. 

Maupun tidak satu level yang satu undang-undang dibawah kekuasaan kehakiman 

dan satunya undang-undang dibawah perbankan, namun keterlibatan Peradilan 

Umum mempunyai kewenangan atas perbankan syariah berdasarkan Pasal 55 UU 

No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memecahkan keabsolutan peradilan 

yang ditentukan oleh Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 dan menimbulkan 

ketidakpastian hukum.  

Persoalan kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama atas kewenangan 

perbankan syariah belum selesai, muncul di badan Mahkamah Agung sendiri dengan 

diterbitkan SEMA No. 10 Tahun 2008 yang menyatakan Peradilan Agama yang 

mempunyai kewenangan atas sengketa perkara perbankan syariah dan dua tahun 

kemudian diterbitkan lagi dengan SEMA No. 10 Tahun 2010 yang menyatakan 

bahwa mencabut kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum yang 

berwenang atas sengketa perkara perbankan syariah. Dan pada akhirnya Mahkamah 

Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor 93/...../2012 tanggal 29  Agustus 2013 

bahwa sengketa perkara perbankan syariah kewenangan Peradilan Agama. 

Kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama dalam sistem ketatanegaraan 

sudah jelas adanya pengakuan, pertama, sumber hukum dari segala sumber merujuk 

pada Pancasila, kedua, dengan alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 “ Negara 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Ketiga, Perubahan UUD 1945 Pasal 24 

ayat (2), Pasal 28D, Pasal 29, dan Pasal II Aturan Peralihan. Dan kedudukan dan 

kewenangan Peradilan Agama apabila dilihat  dari sistem ketatanegaran dengan 

pendekatan social history, maka kedudukannya ada dan kewenangannya meliputi 

perkara perdata dan pidana. 
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ABSTRAK  

Sebutan Peradilan Agama hadiah dari pemerintahan kolonial Belanda pada 

tanggal 1 Agustus  1882 dengan diterbitkan staatsblad 1882 Nomor 152 yang 

sebelumnya bernama pada umumnya Peradilan Islam. Kedudukan dan kewenangan 

Peradilan Agama pada saat itu berdasarkan fakta teori receptio in complixu Van den 

Berg ahli hukum Belanda adalah hukum-hukum Islam (syariah) tetap diberlakukan 

kepada masyarakat Islam, karena sebelumnya telah diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama mulai tereduksi dengan 

adanya Peradilan Umum (landraats) dari segi perkara pidana dan pada hukum waris 

hilang dari kewenangan Peradilan Agama pada tanggal     dengan staatsblad 1937 

No.  yang menyatakan: “ Hukum waris dapat diberlakukan untuk Peradilan Agama 

apabila telah diakui sebagai hukum Adat” yang juga dalam fakta teori receptie 

Snough Her Gronje yang diteruskan oleh murid-muridnya bernama Van Volen 

Hoven dan Terr Har. Teori receptie tetap diteruskan oleh pemerintahan kolonial 

Jepang. 

Kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di era kemerdekaan semakin 

akan dihilangkan dari ketatanegaraan dengan berpedoman pada Pasal II Aturan 

Peralihan UUD 1945. Kemunculan Peradilan Agama diakui oleh negara secara 

kelembagaan dengan diterbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 (Peradilan 

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer), 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dicabut dan diganti dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Kewenangan Peradilan Agama baru kelihatan dengan diterbitkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara kelembagaan Peradilan 

Agama belum jelas dan putusn hakimnya belum bernilai eksekutorial sebelum 

mendapatkan pengukuhan dari Ketua Peradilan Umum. Dapat dikatakan Peradilan 

Agama baru lahir dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Pengakuan Peradilan Agama di bawah kekuasaan kehakiman 

dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan 

kewenangannnya terdapat pada Pasal 49 serta pengukuhan dari Peradilan Umum 

mengenai putusan sudah dihapuskan. 

Kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama dengan diterbitkan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang 
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Peradilan Agama pada Pasal 49 huruf (i) adanya tambahan kewenangan tentang 

ekonomi syariah diperdebatkan oleh pakar ilmu hukum. Dua tahun kemudian 

diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200i8 tentang Perbankan Syariah. 

Maupun tidak satu level yang satu undang-undang dibawah kekuasaan kehakiman 

dan satunya undang-undang dibawah perbankan, namun keterlibatan Peradilan 

Umum mempunyai kewenangan atas perbankan syariah berdasarkan Pasal 55 UU 

No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memecahkan keabsolutan peradilan 

yang ditentukan oleh Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 dan menimbulkan 

ketidakpastian hukum.  

Persoalan kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama atas kewenangan 

perbankan syariah belum selesai, muncul di badan Mahkamah Agung sendiri dengan 

diterbitkan SEMA No. 10 Tahun 2008 yang menyatakan Peradilan Agama yang 

mempunyai kewenangan atas sengketa perkara perbankan syariah dan dua tahun 

kemudian diterbitkan lagi dengan SEMA No. 10 Tahun 2010 yang menyatakan 

bahwa mencabut kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum yang 

berwenang atas sengketa perkara perbankan syariah. Dan pada akhirnya Mahkamah 

Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor 93/...../2012 tanggal 29  Agustus 2013 

bahwa sengketa perkara perbankan syariah kewenangan Peradilan Agama. 

Kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama dalam sistem ketatanegaraan 

sudah jelas adanya pengakuan, pertama, sumber hukum dari segala sumber merujuk 

pada Pancasila, kedua, dengan alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 “ Negara 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Ketiga, Perubahan UUD 1945 Pasal 24 

ayat (2), Pasal 28D, Pasal 29, dan Pasal II Aturan Peralihan. Dan kedudukan dan 

kewenangan Peradilan Agama apabila dilihat  dari sistem ketatanegaran dengan 

pendekatan social history, maka kedudukannya ada dan kewenangannya meliputi 

perkara perdata dan pidana. 
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ABSTRACT  

Religious Courts designation gift from Dutch colonial rule on August 1, 

1882 with the 1882 Statute Number 152 published previously named general of 

Islamic Courts. Position and authority of the Religious Courts at that time based on 

the fact receptio theory in complixu Van den Berg Dutch legal expert is Islamic law 

(sharia) continues to be applied to the Islamic community, having previously been 

applied in everyday life. 

Position and authority of the Religious Courts began reduced in the presence 

of the General Court (landraats) in terms of the criminal case and on the laws of 

inheritance are missing from the authority of the Religious Courts on the date of the 

1937 Statute No. which states: "The law of inheritance may be applied to the 

Religious Court if it has been recognized as customary law" are also in the fact 

Snough Her Gronje receptie theory forwarded by his students named Van Volen 

Hoven and Har Terr. Receptie theory continues to be pursued by the Japanese 

colonial government. 

Position and authority of the Religious Courts in the era of independence 

increasingly will be removed from the constitution by referring to Article II of the 

Transitional Provisions of the 1945 Constitution Emerging Religious Court as an 

institution recognized by the state with the issuance of Law No. 14 Year 1970 on 

Basic Provisions on Judicial Power Article 10 (General Courts, Religious Courts, 

Administrative Courts and Military Justice), amended by Act No. 30 of 1999 on 

Basic Provisions on Judicial Power, repealed and replaced by Act No. 4 of 2004 

regarding Judicial subsequently amended by Act No. 48 of 2009 on Judicial Power. 

Judicial Authority issued new religion seem to Act No. 1 of 1974 on Marriage. 

Institutional Religious Court judges putusn unclear and not worth eksekutorial 

before getting confirmation from the Chairman of the General Court. Religious 

Courts can be said newborn with published Law No. 7 of 1989 on the Religious 

Courts. Recognition of Religious Courts under the judicial power can be seen in 

Article 2 of Law No. 7 of 1989 on the Religious and kewenangannnya contained in 

Article 49 as well as the inauguration of the General Court of the decision have been 

abolished. 

Position and authority to the Religious Court issued Law No. 3 of 2006 on 

the amendment of Law No. 7 Year 1989 regarding Religion Court on Article 49 

letter (i) the additional authority on Islamic economic jurisprudence debated by 

experts. Two years later passed Law No. 21 of 200i8 on Islamic Banking. Whether 

or not the level of the legislation under which the judicial authorities and under 

banking legislation, but the involvement of the General Court has jurisdiction over 
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Islamic banking is based on Article 55 of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic 

Banking solve the absoluteness of justice prescribed by Article 10 of Law No. 14 of 

1970 and created legal uncertainty.The issue of the status and authorities Religious 

Courts on Islamic banking authority has not been completed, appears in the body of 

the Supreme Court itself with published SEMA No. 10 of 2008 which states that the 

Religious Court has the authority over the disputed case of Islamic banking and two 

years later published again with SEMA No. 10 of 2010 which states that the 

authority to revoke the Religious and General Courts authority over matters of 

Islamic banking disputes. And ultimately the Constitutional Court (MK) with 93 

/...../ Decision No. 2012 dated August 29, 2013 that the disputed case of Islamic 

banking authority of the Religious Courts. 

Position and authority of the Religious Courts in the state system was clear 

recognition, first, the legal source of all sources refer to Pancasila, second, by 

paragraph four 1945 opening "state based on God", Third, Amendment 1945 Article 

24, paragraph (2), Article 28D, Article 29, and Article II of the Transitional 

Provisions. And the position and authority of the Religious Courts when seen from 

The constitutional system approach to social history, his position there and authority 

includes civil and criminal cases. 
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